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At the time of the Prophet was alive all the issues were based on the revelations and ordinances of the prophet. 
However, when the prophet had died, Muslims find it difficult to decide on various issues, especially relating to 
new problems that have not been mentioned in the Qur’an and Sunnah. Therefore, after the death of the prophet 
every cleric diligence to provide answers to the problems faced by law. In the historical development of uṣūl fiqh, 
two categorization are dominating: Mutakalimīn and Ḥanafiyyah. The Mutakalimīn were known as rationalists, 
while Ḥanafiyyah are doctriners. However, the majority of Muslim scholars argued that the latter is nearest 
to al-ra’yi. This article provides an historical accounts of the two schools by looking at their basic arguments . 
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Abstrak
Pada saat Nabi hidup, semua masalah didasarkan pada wahyu dan tata cara nabi. Namun, ketika Nabi 
meninggal, umat Islam merasa sulit untuk memutuskan berbagai isu, terutama yang berkaitan dengan masalah 
baru yang belum disebutkan dalam al-Qur’an dan Sunnah. Karena itu, paska wafatnya Nabi ulama berupaya 
sekeras mungkin untuk memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi. Secara historis ada 
dua kategorisasi yang mendominasi pemikiran ushul fiqh, yaitu Uṣūl Mutakalimīn dan Uṣūl Ḥanafiyah. Uṣūl 
Mutakalimīn diakui sebagai uṣūl yang rasionalis, sementara Uṣūl Ḥanafiyah lebih doktriner. Tapi, sebagian 
besar ulama mengatakan bahwa aliran yang palindg dekat dengan al-ra’yi adalah mazhab Ḥanafiyyah. Artikel 
ini berusaha melakukan kajian historis terhadap dua kecenderungan dalam Uṣūl Fiqh ini.
Kata kunci: Ushul Fiqh, Mutakallimīn, Ḥanafiyyah
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PENDAHULUAN
Hukum Islam bertitik tolak dari sumber 
dan dalil tertentu yang intinya adalah wahyu 
Allah yang disebut al-Qur`an dan perilaku Nabi 
yang disebut Sunnah/Hadis. Kedua sumber ini 
kemudian dirumuskan oleh para ahli menjadi 
petunjuk pelaksanaan praktis yang disebut 
fiqh. Dalam merumuskan hukum dari Al-
Qur`an dan Hadis menjadi fiqh atau hukum 
Islam yang terinci diperlukan suatu metode 
berfikir yang disebut ushul fiqh.
Aturan main dalam memahami kedua 
sumber di atas disusun dalam kaidah-kaidah. 
Mulai masa sesudah wafatnya Nabi SAW. para 
sahabat Nabi merasa harus dapat memahami 
sendiri maksud hukum yang terkandung dalam 
al-Qur`an karena orang yang dijadikan tempat 
bertanya terhadap segala sesuatu peristiwa 
hukum yaitu Nabi Muhammad Saw. sudah 
tidak ada lagi. Untuk maksud itu, mereka 
sudah mempunyai cara tersendiri yang disebut 
metode berpikir atau yang disebut ushul fiqh, 
namun belum mempunyai sistem metodologi 
yang sistematis.
Pengunaan ushul fiqh dalam persoalan 
hukum Islam (Islamic law problems) itu dapat 
mengalami perkembangan dan pembaharuan. 
Sebab, dalam kehidupan sosial, sebagian umat 
Islam mengalami kesukaran-kesukaran dalam 
menjalankan bagian-bagian tertentu dari fiqh. 
Adanya kesukaran itu merupakan sesuatu 
yang wajar, karena kitab fiqh diformulasikan 
oleh mujtahid dalam masa yang relatif lama 
dalam situasi tertentu. Sehingga, kaji ulang 
terhadap fiqh-pun harus melibatkan pula ushul 
fiqh. Sebab, dilihat hasil dari kajian terhadap 
ushul fiqh yang berkembang dalam mazhab, 
terlihat ushul fiqh yang menjadi landasan 
bagi fiqh itu dapat berubah. Meskipun kaidah 
berpikir itu disusun dalam bentuk kaidah 
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pokok yang sulit untuk berubah, namun dalam 
pemahaman dan penerapan selanjutnya dapat 
juga mengalami perubahan. Implikasinya, 
memunculkan beberapa macam metodologi 
berpikir untuk aktualisasi hukum Islam atau 
fiqh. Oleh sebab itu, dalam menelusuri sejarah, 
pembentukan, dan munculnya karakteristik 
dalam ushul fiqh, membawa wacana tersendiri 
dalam perkembangan dan perjalanan sejarah 
kontruksi ushul fiqh.
Ushul Fiqh dan Objeknya 
Untuk memahami secara utuh pengertian 
Ushul Fiqh, perlu dua pendekatan. Pertama 
adalah pendekatan iḍāfī, yaitu pengertian 
sebagai rangkaian kata-kata membentuk 
istilah khusus. Kedua adalah pendekatan 
ilmiah di mana pengertian yang digunakan 
sebagai nama sebuah disiplin ilmu. Pengertian 
pertama meniscayakan pemahaman arti kata 
demi kata, sebab dengan pengertian tersebut 
secara iḍāfī akan dapat diformulasikan. Dari sisi 
bahasa, uṣūl fiqh merupakan istilah dari kata 
uṣūl dan fiqh. Kata uṣūl adalah bentuk plural 
yang berakar dari kata aṣl. Secara etimologis, 
aṣl berarti dasar, asal, pokok atau pangkal, 
seperti istilah “anā yawbnā ‘alayh” (sesuatu 
yang di atasnya didirikan sesuatu yang lain), 
Sedangkan kata al-fiqh adalah bentuk gerund 
(masdar) yang bisa berfungsi plural sekaligus 
singular. Al-fiqh berasal dari akar fi’il “faqiha – 
yafqahu” yang berarti paham.1
Para uṣūliyyūn, kadang menggunakan 
kata “aṣl” dalam arti 1) al-qā`idah al-kulliyah 
(ketentuan umum); 2) al-rājiḥ (sesuatu yang 
kuat); 3) al-mustaḥab (terus berlaku); 4) ad-
dalīl (dasar); 5) al-maqīṣ ‘alayh (standar).2 
Dalam definisi lain aṣl mengandung beberapa 
pengertian yaitu: 1) far’u (cabang) seperti anak 
adalah cabang dari ayah; 2) kaidah, seperti 
dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari 
Muslim yang mengatakan Islam itu dibina 
atas lima uṣūl (kaidah); 3) rājiḥ (yang lebih 
1Abū Zaḥrah, Ushul Fiqh, (Cairo: Dar al-Fikr al- Araby,tt), 
hlm. 7. 
2‘Abdul al-Ḥamīd Ḥākim, Al-Bayan, (Jakarta: Saidah Putra, 
1972), hlm. 5-6. 
kuat), seperti pernyataan al-Qur`an aṣl bagi 
qiyās, artinya al-Qur`an lebih kuat daripada 
qiyas. 4) al-mustaḥab (sesuatu yang dianggab 
sebagai semula), misalnya seorang yang 
berwudhu merasa ragu apakah ia masih suci 
atau tidak, sementara ia merasa yakin betul 
belum melakukan sesuatu yang membatalkan 
wudhunya, oleh sebab itu ia tetap merasa masih 
berwudhu; 5) dalil (alasan), seperti ucapan 
para ulama ushul dari hukum ini adalah ayat 
al-Qur`an.3 Dengan demikian, ushul fiqh secara 
iḍāfī bermakna “sesuatu yang di atasnya ada 
fiqh atau fondasi yang di atasnya dibangun 
hukum-hukum syara’ ‘amaly.
Secara ilmiah atau terminologis, al-Ghazālī 
dalam al-Mustaṣfā’ mengatakan bahwa ushul 
fiqh adalah pengetahuan tentang dalil-dalil 
dari segi ḍalālah-nya kepada hukum-hukum 
secara global tidak secara rinci.4 Sedangkan, 
menurut Abū Zaḥrah adalah ilmu tentang 
kaidah-kaidah yang memberikan gambaran 
metode-metode untuk istinbat hukum yang 
‘amaly dari dalil yang tafṣīlī.5 Tidak jauh berbeda 
adalah pengertian yang diintrodusir oleh asy-
Syawkanī, yaitu pengetahuan tentang kaidah-
kaidah yang dijadikan sebagai instrumen untuk 
beristinbat hukum-hukum syara’ yang far’i dari 
dalil-dalil tafṣīlī.6 Berdasarkan definisi-definisi 
ini, ushul fiqh berarti pengetahuan tentang 
cara atau metode untuk mengeluarkan hukum-
hukum dari dalil-dalilnya secara terperinci.
Adapun obyek kajian ushul fiqh antara 
lain: pertama, pembahasan dalil-dalil yang 
dipergunakan dalam menggali dalil-dalil 
syara’ ada yang disepakati oleh ulama, yaitu 
ijma, dan qiyas. Ada pula yang diperselisihkan 
oleh mereka tentang kehujahannya, seperti 
istiḥsān, istiṣḥāb (memberlakukan hukum 
yang sejak semula), al-maṣlaḥaḥ, sadd adh-
dharī’ah (mencari inti permasalahan dampak 
suatu perbuatan), ‘urf (adat istiadat). Kedua, 
3Lihat Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT ichtiar Baru Van 
Hove, tt), hlm. 146.
4Al-Ghazālī, al-Muṣtaṣfā, (Cairo: al-maktabah al–Jadidah, 
tt), hlm. 3. 
5Abū Zaḥrah, Ushul Fiqh., hlm. 6. 
6As-Syawkanī, Irsyād al-Fuḥūl, (Beirut: Matba’ah al-
Maktabah al-Ijarah, tt), hlm. 3.
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pembahasan dalil-dalil yang bertentangan 
dan bagaimana cara men-tarjīḥ (menguatkan), 
seperti pertentangan antara al-Qur`an, Sunah 
dan pendapat akal. Ketiga, pembahasan ijtihad, 
yakni syarat-syarat sifat seorang mujtahid. 
Keempat, pembahasan syariat itu sendiri 
apakah yang bersifat tuntutan (melakukan 
atau meninggalkan). Kelima, bagaimana 
cara berhujjah dengan dalil-dalil tersebut 
apakah dari segi lafaz itu sendiri atau melalui 
mafhūm (pemahaman) terhadap nash.7 Dengan 
demikian, fiqh dan ushul fiqh memiliki objek 
yang sangat berbeda. Objek kajian ushul fiqh 
adalah dalil-dalil, sedangkan objek fiqh adalah 
perbuatan seseorang yang telah mukallaf. 
Jika ahli ushul fiqh membahas dalil-dalil dan 
kaidah-kaidah yang bersifat umum, maka 
fuqaha (ahli fiqh) mengkaji bagaimana dalil-
dalil juz’ī (sebagian) dapat diterapkan pada 
peristiwa-peristiwa yang parsial (khusus).
Siklus Sejarah Ushul Fiqh
Pembicaraan mengenai ushul fiqh erat 
sekali dengan pembahasan seputar tujuan 
dan kegunaannya. Tujuan ushul fiqh adalah 
untuk mengetahui dalil-dalil syara, baik yang 
menyangkut bidang akidah, ibadah, muamalah, 
akhlak, atau ‘uqūbah (hukum yang berkaitan 
dengan masalah pelanggaran dan kejahatan). 
Semua itu adalah agar hukum-hukum Allah 
Swt. bisa dipahami dan diamalkan. Dengan 
demikian, ushul fiqh bukanlah sebuah tujuan, 
melainkan sarana untuk mengetahui hukum-
hukum Allah Swt. terhadap peristiwa yang 
perlu penanganan hukum.
Para ulama ushul mengemukakan 
kegunaan ilmu ushul fiqh secara sistematis. 
Pertama, ushul fiqh memberikan gambaran 
jalan yang jelas kepada para mujtahid tentang 
bagaimana cara menggali hukum melalui 
metode-metode yang tersusun baik. Kedua, 
ushul fiqh merupakan suatu jalan untuk 
memelihara agama dari penyalahgunaan dalil, 
karena dalam kajian ushul fiqh dibahas secara 
jelas dan mendalam bagaimana sesuatu hukum 
tentang keberadaannya dalam pengakuan 
7Ensiklopedi Islam, hlm. 146-147.
syara’, sekalipun hal tersebut bersifat ijtihādī. 
Ketiga, ushul fiqh dapat mengungkap bagaimana 
cara imam mujtahid mempergunakan dalil-
dalil yang ada dan bagaimana cara mereka 
menggali hukum Islam dari naṣ (teks) al-Qur`an, 
Sunnah, atau dalil-dalil lainnya. Ushul fiqh 
sangat penting untuk mengetahui bagaimana 
cara imam madzhab melakukan istinbāṭ al-
ḥukm (penggalian hukum). Keempat, ushul 
fiqh memberikan kepada para peminatnya 
kemampuan berpikir secara fiqhiyyah dan 
menunjukan secara benar dalam jalan pikiran 
fiqh tersebut sehingga secara benar pula 
mereka memahami hukum-hukum yang digali 
dari nash tersebut. Di samping itu, orang 
yang mendalami ushul fiqh akan memiliki 
kemampuan mengistinbatkan hukum terhadap 
peristiwa yang dihadapinya. Kelima, dengan 
penguasaan ushul fiqh persoalan–persoalan 
baru yang muncul, yakni belum ada ketentuan 
hukumnya oleh para ulama terdahulu dapat 
dipecahkan secara bijak, sehingga seluruh 
persoalan yang dihadapi ditentukan hukumnya 
sesuai dengan metode ushul yang ada.8
Ushul fiqh sebagai salah satu disiplin ilmu 
belum dikenal di zaman Rasulullah. Maka ketika 
Sahabat Rasulullah menjumpai problematika 
hukum, mereka mengembalikan semua 
jawaban kepada Rasulullah (marja’ al-ḥukm).9 
Dengan demikian, Nabi Muhammad Saw. 
dalam menetapkan hukum langsung merujuk 
pada nash al-Qur`an dan menjelaskan melalui 
Sunnah-nya. Beliau juga berijtihad, tetapi 
secara natural, artinya tanpa memerlukan 
manhaj dan teori-teori yang dijadikan sebagai 
pedoman dalam istinbat. Namun demikian, 
menurut Joseph Schact periode ini telah 
meletakan dasar-dasar bagi perundangan 
hukum Islam.10
Pada era Sahabat, ilmu ushul fiqh juga 
belum diperkenalkan. Setelah Rasulullah 
wafat, Sahabat menduduki posisi sentral dalam 
bidang keagamaan dan intelektualitas. Di sisi 
8Ensiklopedi Islam, hlm. 147.
9Abdul Wahab Khallaf, Khulashah al-Tarikh al-Tasri’ al- 
Islamy, (Kuwait: Dar al-Kuwaitiyah, 1978), hlm. 11.
10Joseph Schact, An Introduktion to Islamic Law, (Oxford:The 
Clerenden Press, 1964), hlm. 11.
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lain, para Sahabat juga mengembangkan misi 
keislamannya hingga melampaui batas-batas 
geografis dan kawasan. Konsekuensinya, Islam 
harus berdialog dengan peradapan lain dan 
persoalan-persoalan baru yang secara religi, 
budaya, etnis memiliki setting sosial yang 
heterogen. Ketika merespons problem hukum 
mereka melakukan ijtihad jika secara eksplisit 
tidak ada nash yang menjelaskan.11
Ushul Fiqh saat masa sahabat memiliki arti 
penting dalam khasanah pemikiran hukum 
Islam. Pertama, Sahabat adalah orang yang 
berjumpa dengan Rasulullah dan sebagai saksi 
sejarah turunya wahyu, sehingga dianggap 
sebagai generasi yang memiliki otoritas 
untuk mengetahui maqāṣid (maksud) Islam. 
Kedua, era Sahabat adalah masa berakhirnya 
tashrī’ sehingga para Sahabat menyelesaikan 
persoalan dengan ijtihad. Masa ini dianggap 
sebagai embrio munculnya ilmu fiqh. Ketiga, 
karena sebagai rujukan, maka ide sahabat harus 
diamalkan kemudian secara evolutif menjadi 
konsep Sunnah.12 Dalam perkembangannya, 
setiap fatwa Sahabat menjadi salah satu 
sumber hukum Islam, di samping qiyas, istiḥsān, 
istiṣhāb, dan maslaḥah mursalah. Keempat, semua 
Sahabat adalah baik (al-ṣaḥābat kulluhum ‘udul). 
Kelima, ikhtilaf Sahabat dalam memutuskan 
persoalan merupakan cermin berharga sebagai 
pijakan metodelogis bagi generasi berikutnya.
Di zaman tabi’īn cara-cara yang ditempuh 
para sahabat dalam menentukan hukum 
dalam suatu peristiwa yang tidak ada nash-
nya dalam al-Qur`an atau Sunnah semakin 
berkembang dan meluas. Hal ini sesuai 
dengan permasalahan yang semakin banyak 
terjadi. Perkembangan itu dapat dilihat dari 
fatwa-fatwa yang dikemukakan oleh Sa’īd 
bin Musayyab di Madinah, al-Qamah bin 
Waqas al-Layts, Ibrāhim an-Nakhā’ī di Irak, 
dan Hasan al-Baṣri di Bashra. Bagi mereka, 
cara memandang permasalahan hukum 
diukur dengan kondisi sosial dan relasi nash, 
11Ahmad Hasan, The Early Development Of Islamic 
Jurisprudence, terj. Agah Garnadi, (Bandung: Pustaka: tt), hlm. 
238.
12Al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt IV, (Beirut: Matba’ah al-
Maktabah al-Tijarah: tt), hlm. 74. 
misalnya diukur dengan maslahat, dan qiyas. 
Di samping itu, muncul persoalan baru seputar 
pendekatan selama periode ini. Pertama, bahwa 
yang berwenang menetapkan hukum Tuhan 
dan menjelaskan makna al-Qur`an adalah ahl 
al-bayt. Kedua, kelompok yang menganggap 
bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki 
otoritas untuk menetapkan dan menafsirkan 
perintah ilahi. Mereka disebut sebagai ahl 
as-sunah dan menggunakan metode ijtihad 
seperti qiyas dan istihsan. Kelompok pertama 
menggunakan dalil naqli dan merasa cukup 
dengan nash. Sementara itu, kelompok 
kedua lebih banyak memakai rasio.13 Kedua 
pendekatan ini melahirkan dua arus pemikiran 
besar di kalangan sahabat yaitu mazhab ‘Alawī 
dan mazhab ‘Umarī.14
Era sahabat kecil dan tābi’īn merupakan 
momentum terakhir yang mengantarkan 
munculnya mazhab-mazhab. Masa tabi’in ini 
muncul tiga kelompok ulama, yaitu madrasah 
al-‘Irāq, madrasah al-Kūfah, dan madrasah al-
Madînah. Penamaan ini menunjukan metode 
yang digunakan dalam menggali hukum. 
Perkembangan yang selanjutnya, madrasah 
al-‘Irāq, madrasah al-Kūfah dikenal dengan 
madrasah al-ra’yu, Sementara madrasah al-
Madīnah terkenal dengan madrasah al-ḥadīts. 
Akibatnya, muncul polarisasi metodologis yang 
disebut ahl al-ra’yu dan ahl al-ḥadits. Kelompok 
terakhir beranggapan bahwa al-Qur`an 
dan Hadis merupakan sumber autoritatif 
dan akal tak diberi peluang dalam proses 
beristinbat. Sedangkan, kelompok ahl al-ra’yu 
mengutamakan peran rasio sepanjang nash 
tidak menyebutkan secara eksplisif. Kedua 
aliran ini memiliki karakter yang berlainan 
dalam menetapkan hukum.15
Berdasarkan perangkat aliran-aliran 
tersebut, muncul persaingan tidak sehat, 
mereka semakin berani mengeluarkan fatwa 
13Nurul Fajri, Kontroversi Tradisionalis dan Rasionalis dalam 
Sejarah Pemikiran Fiqh Syiah Imamiyah, dalam Ulumul Qur’an , 
Nomor 5, Vol-IV: 1993, hlm. 69. 
14Muhammad Subhi Mahmashoni, Falsafah Tarikh al-Islam, 
terj. Ahmad Sudjono, (Bandung: Ma’arif 1981), hlm. 34-35
15Muhammad Al-Khudari, al-Tarikh al-Tasyri’ al-Islamy, 
(Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah: tt), hlm. 143-144.
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untuk mempertahankan kelompoknya. 
Mereka juga menjadikan sesuatu sebagai 
hujjah sekalipun tidak memenuhi kualifikasi.16 
Realitas ini mengilhami munculnya gagasan 
tentang perlunya batasan-batasan mengenai 
dalil-dalil tersebut. Peraturan atau kaidah-
kaidah yang dijadikan pedoman dalam 
beristinbath tersebut kemudian dikenal 
dengan ushūl al-fiqh. Sejak saat itulah ushul fiqh 
menjadi disiplin ilmu independen walaupun 
dalam bentuk sederhana.
Setelah ada aliran-aliran dalam hukum, 
muncullah imam mujtahid khususya empat 
mazhab sunni yang berimplikasi pada 
metode-metode ushul fiqh untuk mencapai 
kesempurnaan. Dalam hal ini, masing-masing 
imam mujtahid menyusun, dan menciptakan 
metode istinbatnya sendiri. Sehingga, antara 
Imam Mālik, Shāfi’ī, Ḥanafī dan Ḥanbalī 
mengalami perbedaan dalam melakukan 
istinbat.17 
Persoalan yang muncul kemudian adalah 
siapakah perintis teori hukum. Umumnya 
Shāfi’ī-lah yang dianggap pertama kali 
menggariskan teori hukum ushul fiqh secara 
sistematis. Perannya dalam ushul fiqh laksana 
Aristoteles dalam kancah logika dan Khalil 
Ahmad al-Farahidi dalam ‘arūḍ (persajakan).18 
Dalam masalah ini, Ahmad Hasan menilai bahwa 
Imam Shāfi’ī sebagai bapak yurisprudensi 
hukum Islam kurang begitu tepat, mengingat 
bukti historis bahwa sebelumnya, yaitu Abū 
Yūsuf (w. 182 H)19 sering mengkritik para 
16Wahab Khallaf, Khulashah., hlm. 143-144
17Mazhab Ḥanafī, di samping al-Quran dan Sunnah 
dengan seleksi yang ketat, juga menggunakan metode metode 
istihsan. Mazhab Mālikī memakai al-Quran , Sunnah , ijma’, 
‘amal ahli Madinah, fatwa Sahabat, dan sadh dharā’i. Mazhab 
Shāfi’ī menggunakan al-Qur’an, Sunnah, ijma, fatwa Sahabat, 
dan qiyas. Sedangkan, Imam Ḥanbalī berpedoman pada al-
Qur’an, Sunnah, ijma’, fatwa Sahabat, dan qiyas. Lihat Manna 
al-Qattān, Tarīkh al-Tashrī’, (Beirut: Muasyasah al-Risalah, 
1992), hlm. 27. 
18Ahmad Hasan, The Early Development., hlm. 168.
19Kendati situasi saat itu Abu Hanifah sangat produktif 
dalam melahirkan fatwa-fatwa fiqh hasil kajian ijtihadnya, 
namun beliau belum menyusun kajian hukum dengan 
rumusan metodelogi secara sistematis. Dan langkah ke arah 
ini baru dimulai oleh Abu Yusuf (13-182 H), dengan karyanya 
yang amat monumental Kitab al-Kharaj. Tetapi beliau belum
ahli fiqh Syiria yang dianggap belum dapat 
membuat ushul fiqh. Begitu juga ketika, Ibn 
Nādim (w. 385) mendata karya-karya Shaybanī 
(w. 189) ia menyebutkan kedua karya-karya 
tersebut tidak sampai kepada kita. Ini berarti 
perdebatan masih terus terjadi, kendati ushul 
fiqh seusia dengan lahirnya ijtihad, tentang 
siapa sebenarnya peletak dasar pertama ushul 
fiqh itu.20 Sejatinya, perdebatan ini wajar sebab 
kodifikasi produk fiqh baru dimulai generasi 
lama mujtahid yang dipelopori Abū Ḥanīfah.21 
Sedangkan, pada masa tabi’in sebelum generasi 
Abū Ḥanīfah produk-produk pemikiran fiqh 
belum dapat dipisahkan secara tegas dari hadis-
hadis Nabi. Hal ini dikarenakan para ulama 
fiqh belum dapat dipisahkan secara tegas dari 
hadis-hadis Nabi, begitu juga para ulama fiqh 
sekaligus perawi hadis, sementara hadis pun 
belum terkodifikasi secara menyeluruh.
Fenomena ini terjadi karena setiap mazhab 
mengklaim imamnya masing-masing. Namun, 
selama ini al-Risālah adalah buku pertama 
yang menyajikan uraian mengenai butir-butir 
(qawā’id) ushul fiqh yang relatif mandiri dan 
sistematis. Bahkan, menurut Coulson22, buku ini 
ditulis oleh al-Shāfi’ī di Cairo, Mesir lima tahun 
menjelang wafatnya di tahun 198 H/820 M. 
Karya ini dianggap cukup matang, betapapun ia 
disusun dengan sangat sederhana sekali, tetapi 
dalam garis besar yang tegas, tanpa kompromi 
dan cemerlang. Namun, kecemerlangan al-
Shāfi’ī tidak terletak pada pengenalan konsep 
baru, melainkan pada pemberian konotasi (arti) 
baru, penekanan dan pemberian ide-ide baru 
terhadap ide yang sudah, serta merangkumnya 
dalam satu skema dasar-dasar hukum yang 
sistematis, satu pekerjaan yang pertama kali 
digagas dan dilakukan.
menyuguhkan secara sistematis teori ushul fiqh yang 
menyeluruh, dan baru terfokus pada ikhtilaf para ulama dalam 
kajian fiqh rasionalnya. Lihat Dede Rosyada, Hukum Islam dan 
Pranata Sosial, PT Raja Grafindo, Jakarta: 1992, hlm. 106.
20Dari perdebatan itu Abdul Wahab menyatakan bahwa 
orang yang pertama kali menyusun ilmu ushul fiqh adalah 
Syafi’i. Baca, Abdul Wahab Khlmlaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, (Kuwait: 
Dar al-Kuwaitiyah, 1998), hlm. 17. 
21Dede Rosyada, Hukum Islam., hlm. 106
22Noel J. Coulson, The History of Islamic Law, (English: 
Edinburgh University Press, 1964), hlm. 64
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Al-Shāfi’ī melakukan kodifikasi dalam 
kitab al-Risālah berdasarkan pada khasanah 
fiqh yang ditemuinya dari peninggalan para 
Sahabat, tabi’in, dan imam-imam mujtahid 
sebelumnya. Ia berusaha mempelajari dengan 
seksama perdebatan antara ahli fiqh Irak dan 
Madinah, lalu ia memberikan jalan tengah dari 
kedua pandangan tersebut, yang kemudian 
dikenal dengan nama ushul fiqh. Oleh karena 
itu, pen-tadwīn-an ilmu ushul fiqh yang 
terkenal adalah Imam al-Shāfi’ī. Setelah itu 
berturut-turut para ulama mengarang ilmu 
ini dengan bentuk yang panjang lebar (iṣāb) 
ataupun ringkas (ijāz). Ulama kalam-pun (ahli 
teologi) membuat kaidah dengan furū’ (masalah 
khilafiyyah), tetapi dengan pendekatan yang 
rasional dan dukungan dalil. Ulama kalam 
yang banyak mempengaruhi perkembangan 
ilmu ushul fiqh saat itu adalah dari kelompok 
ulama Shāfi’īyyah dan ulama Mālikiyyah.
Kitab-kitab ushul fiqh yang termashur 
dan sistematis dari kedua kelompok ulama 
itu adalah al-Muṣtaṣfā’, karangan Abū Ḥamīd 
al-Ghazālī as-Shāfi’ī, wafat pada tahun 505 
H; Aḥkām karangan Abū Ḥasan al-Amidī as-
Shāfi’ī (w. 613H), dan kitab al-Minhaj karangan 
Baidlawi as-Shāfi’ī (w. 685 H.).23 Kemudian, 
yang diambil oleh ulama Ḥanafiyyah, 
menyandarkan ijtihadnya kepada kaidah-
kaidah dan bahasan-bahasan uṣuliyyah 
dengan disandarkan pada ijtihad imamnya. 
Yang mendorong mereka untuk mengadakan 
pembuktian kaidah dari Imam mujtahid-nya 
dengan melakukan istinbat, seperti kitab Uṣūl 
Abī Zayd al-Dabūsi (w. 430 H), dan kitab Uṣūl 
karya Fahrul Islam (w.430 H). Di samping 
itu ada ulama-ulama yang menggunakan 
sistem perpaduan (kombinasi) antara lain 
Badi’an Nidham dan kitab al-Aḥkām karangan 
Mudhafaruddin al-Baghdadi al-Hanafi (w. 
694), Kitab Tawḥīd karangan Shodrus Syari’ah. 
Suatu hal yang terpenting dari realitas sejarah 
bahwasanya bahasan ilmu ushul fiqh dan 
kaidahnya bukanlah bahasan atau kaidah yang 
bersifat ta’abbudī. Akan tetapi, sebagai alat dan 
sarana yang dijadikan penolong bagi pembuat 
23Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, hlm. 14.
hukum syariat (musyari’) dalam memelihara 
kemaslahatan umum dan mengikuti batas-
batas ketetapan Tuhan ketika membentuk 
hukum syari’at Islam. 
Aliran Ushul Fiqh 
Dua aliran yang terjadi dalam 
pembentukan ilmu ushul fiqh akhirnya dapat 
memengaruhi pembahasan-pembahasan ushul 
fiqh pada generasi sesudahnya, sehingga 
dapat menciptakan sisi kecenderungan, 
tipologi, karakter, dan aliran dalam ushul fiqh. 
Pemikiran Abū Yūsuf kemudian membentuk 
aliran rasionalisme Ḥanafiyyah. Sementara, 
pemikiran-pemikiran Imam al-Shāfi’ī 
melahirkan aliran ortodoks atau tradisional, 
yang kemudian populer dengan sebutan aliran 
kalam. Pada generasi berikutnya muncul 
kecenderungan baru dalam pembahasan ushul 
fiqh, yaitu kombinasi antara dua aliran yang 
kemudian populer dengan Ṭarīq al-Jam’ān 
atau aliran konvergensi. Sehingga, dalam 
pasca pembentukan ilmu ushul fiqh terjadi 
karakteristik dalam aliran yang muncul antara 
lain:
Ushul Fiqh Shāfi’iyyah
Dalam setiap pembahasannya, kelompok 
ini selalu mengikuti metode yang digunakan 
oleh ahli kalam sehingga dinamakan ”metode 
ulama kalam”. Peletak dasar metode ilmiah 
ini adalah al-Shāfi’ī (w.204 H). Dalam 
perkembangan selanjutnya metode ini menjadi 
model bagi ahli fiqh Shāfi’iyyah, Mālikiyah, 
Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah dan juga dari 
ulama kalam Mu’tazilah dan Ash’ariyyah.24
Aliran ini memakai akal pikiran dan 
argumen rasional dalam menetapkan kaidah-
kaidah.25 Akibatnya, produk pemikirannya 
sering berbeda dengan seniornya dan bahkan 
mereka juga tidak menghiraukan apakah 
kaidah tersebut sesuai dengan hukum yang 
berlaku dalam masyarakat (furū’) atau 
tidak. Prinsipnya selama kaidah-kaidah itu 
24Abdul Wahab Ibrahim Sulaiman, al-Fikr al-Ushuli, 
(Libanon: Dar al-Syirq, tt), hlm. 226.
25Ali Hasballah, Ushul Tarikh al-Islamy, (Libanon: Dar al-
Ma’arif, tt), hlm. 7.
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rasional dan logis maka ia dapat diterima dan 
dipegangi sebagai kebenaran. Sebaliknya, 
jika bertentangan dengan prinsip-prinsip 
logika maka ia diabaikan sekalipun telah 
mengakar dan berkembang dalam mazhabnya. 
Menurut Abū Zahra, pandangan aliran ini 
bersifat teoritis logis dan filosofis. Mereka 
mendiskusikan asal usul bahasa dan membahas 
setiap permasalahan secara rasional dasar 
pertimbangan atau syara’, termasuk 
perdebatan mengenai diperkenankan atau 
tidaknya membebani orang tidak ada.26 Atas 
dasar tersebut, Abū Zahra berkesimpulan 
bahwa ushul Shāfi’iyyah tidak didasarkan pada 
fanatisme madzhab-madzhab tertentu serta 
tidak terikat oleh kaidah-kaidah pokok.27 
Netralitas aliran ini membuahkan kaidah-
kaidah ushul fiqh yang objektif, mengandung 
nilai ilmiah, dan sering menimbulkan 
perdebatan. Hal ini, menurut Abdul Wahab 
Ibrahim Sulaiman disebabkan, pertama, 
kandungan lafaz dan maksudnya seperti lafaz 
‘ām, amr, nahy, makna-makna huruf musytarak 
dan lain-lain. Kedua, diktum-diktum rasio 
dan teologi yang bertalian dengan ushul fiqh, 
seperti baik dan buruk. Ketiga, prinsip-prinsip 
logika sebagai pengantar memahami ushul; 
seperti ‘ilm, nadhar, hudūd, burhān. Keempat, 
sumber-sumber syara’ seperti kehujjahan 
khabar aḥad, mursal dan kehujjahan sebagai 
sumber-sumber tasyri’ seperti qiyās istiḥsān, 
shar’u man qablanā, ijtihad Rasulullah dan lain-
lain. Kelima, takrif terhadap term-term ushul 
dan penjelasannya.28
 Kitab ar-Risalah karya al-Shāfi’ī menjadi 
model bagi aliran ini. Kitab-kitab yang 
mengikuti pola-pola ini antara lain:29 al-
Mu’tamad karya Abū al-Ḥusayn Muḥammad 
Ibn ‘Aly al-Baṣri al-Mu’tazily (w.413 H); al-
Burhān karya Abū al-Ma’āly ‘Abd al-Mālik ibn 
‘Abdillah al-Juwaynī (w. 487 H); al-Muṣtaṣfā’ 
karya Abū Ḥamīd Muḥammad Ibn Muḥammad 
ibn ‘Umar al-Rāzī (w. 606 H); al-Iḥkam Fī Uṣūl 
26Abū Zahra, Ushul Fiqh., hlm. 19.
27Abū Zahra., Ushul Fiqh., hlm. 20
28Ibrahim Sulaiman, al-Fikr., hlm. 48.
29Hasbi Ash–Shiddiqie, Pengantar Hukum Islam I, (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1975), hlm. 27.
al-Aḥkām karya Abū Ḥusayn ‘Alī yang terkenal 
dengan Sayfuddīn al-Amidī (w. 631H). Muntaha 
al-Su’āl wa al-‘Amal ilā ‘Ilm al-Uṣūl al-Jalal karya 
Abū Amar ‘Utsmān ibn ‘Amr, yang terkenal 
Ibn Ḥajīb al-Mālikī (w.656H), al-Taḥṣīl karya 
Muḥammad Ibn Abī Bakar al-Armawī (w.672), 
Minhaj al-Wuṣūl ilā ‘Ilm al-Uṣūl karya ‘Abdul al-




Pola ini disebut Ḥanafiyyah karena secara 
mayoritas digunakan oleh ulama Ḥanāfiyyah. 
Dalam membahas persoalan-persoalan ushul 
mereka sangat memerhatikan hukum yang 
berkembang dalam masyarakat. Rumusan 
kaidah ushul diambil dan terikat pendapat fiqh 
imam mereka. Akibatnya, ada kesan ushul fiqh 
Ḥanāfiyyah identik dengan pembahasan fiqh. 
Kesan ini, menurut Sulaiman, dapat dilacak 
dari beberapa aspek, yakni sumber, susunan, 
dan kandungan.30 Pada aspek sumber, penulis 
mazhab ini sangat tergantung pada fatwa-
fatwa dan metode istinbat pendahulunya. 
Dari sisi susunan, ushul fiqh mazhab ini 
selalu dihubungkan dengan kitab-kitab fiqh. 
Sementara aspek kandungan kaidah ushul-nya 
selalu disertai dengan pembahasan fiqh.
Al-Dahlawī berpendapat bahwa ushul 
fiqh mazhab Ḥanafī bersifat statis dan 
terbatas pada persoalan-persoalan furū’ yang 
dibukukan. Ironisnya, keadaan ini diperparah 
dengan fakta bahwa ulama Ḥanafiyyah hanya 
menggali kaidah demi menguatkan dan 
mempertahankan argumentasinya sehingga 
ushul fiqh-nya statis dan tidak dinamis. 
Namun demikian, mazhab ini memberikan 
kontribusi positif bagi pemikiran fiqh, 
sebagaimana tampak dalam sistematisasi yang 
dilakukan oleh Abū Zahra.31 Pertama, sekalipun 
desain mazhab ini untuk mempertahankan 
mazhabnya, tetapi sebagai prinsip manhaj 
ijtihad ia merupakan kaidah independen, 
sehingga terbuka dan secara perlahan 
menerima metode yang lebih benar dan rājiḥ. 
30Ibrahim Sulaiman, al-Fikr., hlm. 452-455.
31Abū Zahra., Ushul Fiqh., hlm. 21-22.
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Kedua, pembahasannya yang berpusat pada 
persoalan furū’ dengan sendirinya menjadikan 
kaidah ini sangat mampu berkembang. Ketiga, 
mazhab ini mengkaji ushul fiqh dan fiqh secara 
simultan, sehingga secara tidak langsung 
memperdalam persoalan-persoalan pokok. 
Hal ini memberi gambaran dan pijakan bagi 
generasi selanjutnya.
Di antara kitab yang mengikuti mazhab 
ini adalah kitab Uṣūl Fiqh karya Abū Ḥasan 
al-Karakī (w. 340H), Ta’jīs al-Naẓar (Taqwīm al-
Adillah) karya Abū Assid Ubadillah ibn ‘Umar 
al-Qāḍī al-Dabūsī (w. 430 H); Uṣūl Fiqh karya Abī 
Bakar Aḥmad ibn al-Rāzī yang terkenal dengan 
al-Jaṣṣās (w. 470 H); Uṣūl al-Badawiī karya Fark 
al-Islām ‘Alī Ibn Muḥammad al-Badawī (w. 
583H); Taḥmīd al-Fuṣūl fi al-Uṣūl karya Syamsul 
Aimmah Muḥammad ibn Aḥmad al-Sarkhasī 
(w. 468 H); al-Manār karya ‘Abdullah Ibn Aḥmad 
yang terkenal dengan Ḥafifuddīn al-Nasafī 
(w.790 H). 
Perbedaan prinsipil antara aliran kalam 
dan aliran Ḥanafiyyah terletak pada posisi 
kaidah-kaidah ushul mazhabnya. Kaidah-
kaidah Imam al-Shāfi’ī sebagai tokoh 
utama aliran kalam, bagi para pengikutnya, 
merupakan kaidah-kaidah umum yang 
langsung dapat dikembangkan pada berbagai 
furū’ yang mereka hadapi. Sementara, kaidah-
kaidah Imam Ḥanafī, bagi para pengikutnya, 
banyak dipergunakan sebagai rujukan dalam 
perumusan kaidah-kaidah baru. Ini adalah 
konsekuensi dasar dalam proses perumusan 
kaidah yang memberi perhatian pada karakter 
furū’. Dalam hal posisi kaidah dan asas, 
Mālikiyyah hampir sama dengan Ḥanafiyyah.
Dinamika ruang dan waktu menyebabkan 
kitab ushul dengan karakter salah satu 
mazhab mutakallimin atau Ḥanafiyyah mulai 
ditinggalkan. Sebaliknya, kedua aliran tersebut 
dielaborasi dan digunakan secara bersamaan. 
Metode gabungan ini dapat dilihat, misalnya, 
dalam kitab Badī al-Niẓām karya Mudafaruddin 
Aḥmad ibn ‘Alī al-Sa’ati al-Baghdadī al-Ḥanafī 
(w.694 H); Tanqīḥ al-Uṣūl karya Sadrasi Sharī’ah 
‘Abdullah ibn Mas’ūd al-Bukhārī (w.747 H); 
Tawdūh karya Sarasi Sharī’ah, dan Jāmi’ al-
Jawāmi’ karya Tajuddīn ‘Abdul al-Awahab 
al-Subhī al- Shāfi’ī al-Wāhid yang terkenal 
dengan Kamaluddīn ibn al-Hummān al-Ḥanwi 
(w.861 H).
Berdasarkan keterangan di atas terdapat 
perbedaan yang cukup penting. Perbedaan 
minimal dapat dilacak dari tiga titik, yaitu 
landasan, metode, dan pemikiran. Pertama, 
perbedaan landasan ushul di kalangan 
mutakallimin disandarkan pada petunjuk 
gaya bahasa suatu kata, dalil syara’, serta 
akal. Sedangkan, ushul fiqh Ḥanafiyyah dari 
pemikiran (fatwa) fiqh imam mazhabnya. 
Kedua, perbedaan metode penyusunan ushul 
mutakallimin dimulai dengan pembicaraan 
tentang dasar-dasar logika dan bahasa hukum 
serta dalil-dalil syara, metode istinbat dan hal-
hal yang berhubungan dengan mujtahid. Di sisi 
lain, Ḥanafiyyah menekankan pembahasannya 
pada dalil syara, cara penggalian hukum, 
mujtahid, dan kedudukannya dalam ijtihad 
serta diakhiri dengan akal dan keahlian 
manusia. Perbedaan dalam klasifikasi lafaz 
meliputi antara lain klasifikasi dari segi 
kejelasan lafaz yang di dalamnya mutakallimin 
membagi dua lafaz yaitu an-naṣ dan an-nāẓir, 
sementara Ḥanafiyyah membagi menjadi 
az-ẓāhir, an-naṣ, al-mufassir, dan al-muḥkam. 
Tentang klasifikasi dari ketidakjelasan makna 
lafaz, mutakallimin membaginya pada al-
muḥkam dan al-mutashābih. Sementara, 
Ḥanafiyyah membagi menjadi al-khāfī, al-
muskil, al-mujmal, dan al-mutashābih. Klasifikasi 
dari segi keumuman suatu lafaz, mutakallimin 
membagi menjadi dua: dalālah al-manṭūq dan 
dalālah al-mafhūm. Ḥanafiyyah membaginya 
ke dalam dalālah al-‘ibārah, dalālah al-ishārah, 
dalālah al-nāṣ dan dalālah al-iqtidā’. Perbedaan 
pemikiran kedua aliran dalam hal cara 
pandang sebagai konsekuensi logisnya juga 
berpengaruh pada produk rumusan hukum 
dari objek –objek ushul.32
32Ibrahim Sulaman, al-Fikr., hlm. 457-461
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KONSTRUKSI HISTORIS EPISTIMOLOGI 
USHUL FIQH
Sebagaimana sudah maklum, sebutan aliran 
Shāfi’iyyah muncul karena mayoritas metode ini 
digunakan oleh pengikut Shāfi’iyyah dan Imam 
al- Shāfi’ī sebagai peletak dasarnya. Aliran ini 
dinamakan mutakallimin (mutakallimīn) karena 
bangunan teori ushulnya sangat rasional. 
Oleh sebab itu, muncul pertanyaan sejauh 
mana penamaan tersebut bersifat independen 
tidak ada masalah. Persoalan akan muncul 
manakala sebutan itu bersifat mutlak, sebab 
terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. 
Shāfi’iyyah menerima khabar al-wāḥid sebagai 
hujjah, sementara ahli kalam meragukan al-
Shāfi’ī mengambil sikap pasif dan cenderung 
menghindar. Menurut asumsi al-Shāfi’ī, terjun di 
dalam perdebatan itu sama artinya masuk dalam 
perbedaan tanpa ujung, bahkan terjebak dalam 
sikap saling mengafirkan.33 Karena itu, tidak 
pada tempatnya menganggap al-Shāfi’ī sebagai 
pendiri ushul fiqh mutakallimin. Penilaian bahwa 
teori mutakallimin (Shāfi’iyyah), mazhabnya 
juga perlu studi mendalam, memang Syafi’i 
di satu pihak dan pengikutnya di pihak lain 
terdapat perbedaan, misalnya ijtihad al-Baṣrī 
tidak membicarakan maslahah mursalah dan urf, 
padahal dalam ushul fiqh telah dibicarakan.34
Sistematika kitab al-Mu’tamad 
menguraikan ijma lebih dahulu dari khabar. 
Dalam masalah konsep nasakh, al-Shāfi’ī hanya 
mengakui nasakh dalam sumber hukum yang 
sederajat (al-Qur`an dengan al-Qur`an, Hadis 
dengan Hadis dan sebagainya). Artinya, al-
Qur`an tidak boleh dinasakh dengan hadis 
dan sebaliknya.35 Sementara Imam al-Ghazālī 
membolehkannya.36 Konsep ijma’ al-Shāfi’ī 
adalah konsensus seluruh umat Islam,37 padahal 
(saat ini) mengharapkan kesepakatan bulat 
33Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib al-Islamiy, (Kairo:Dar al-
Fikr al Faribi, 1987), hlm. 457. 
34Ahmad Rofiq, Ijtihad Abu al-Husain al-Basri dan 
Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, 
Disertasi, PPs IAIN Syahid Jakarta: 1998, hlm. 87.
35Al-Shāfi’ī, Al-Risālah, terj. Ahmadi Thaha, (Jakarta: 
Pustaka Pirdaus, 1993), hlm. 67-89.
36Al-Ghazālī, al-Musytasyfa, (Mesir: al-Maktabah al –
Jadidah, tt), hlm. 124-125.
37Al-Shāfi’ī, al-Risālah, hlm. 223-225.
adalah kemustahilan. Di sisi lain, konsep ijma 
al-Ghazālī lebih implementatif, yaitu dalam 
masalah fundamental diperlukan kesepakatan 
seluruh umat dan pada persoalan sekunder 
cukup ijma sebagian ulama.
Perbedaan ini hanya kasuistik dan tidak 
layak dijadikan standar bahwa ushul fiqh 
mutakallimin (Shāfi’iyyah) tidak terikat 
dengan gagasan seniornya. Bukankah jika 
dibandingkan justru lebih banyak persamaan 
daripada perbedaannya? Pemahaman alternatif 
yang kita munculkan tentang kenyataan ini 
adalah sebagai realitas alamiah silih berganti 
atau saling melengkapi. Maka, versi teori sosial 
adanya ketetapan dan perubahan juga berlaku 
dalam masalah ini. Untuk jelasnya dapat 
dibandingkan dengan teori konflik dengan 
pendekatan logika dikotomis bahwa aliran 
Ḥanafiyyah sangat terikat dengan pemikiran 
fiqh imam-nya.
Pernyataan terakhir tidak sepenuhnya 
sesuai dengan realitas sejarah sosial hukum 
Islam, sekalipun pengikut Ḥanafiyyah seperti 
Abū Yūsuf, al-Syaibanī, Ibn Abī Layla sering 
merujuk pada fiqh Abū Ḥanīfah. Namun dalam 
banyak hal seringnya terjadi perdebatan 
perihal pengabdian al-Shāfi’ī38 dari riwayat 
Abū Yūsuf tentang perbedaan Abū Ḥanīfah dan 
Ibn Abī Layla merupalan contoh riil.
Pendapat bahwa aliran mutakallimin 
tidak didasarkan pada fanatisme mazhab, 
sementara, sebagaimana pendapat al-Dahlawī 
yang dikutip Abū Zahra, Ḥanafiyyah hanya 
menguatkan dan mempertahankan mazhab 
serta bersifat statis dan tidak dinamis perlu 
dicermati ulang. Mengenai fanatisme lebih 
tepat kalau menggunakan “objektivitas”, sebab 
aliran Ḥanafiyyah dan mutakallimin, dalam 
dataran ontologis objektivitas, masih mungkin 
mengarah pada bebas nilai dan bukan pada 
fanatisme. Namun, pada tataran aksiologisnya 
hal ini jelas mustahil sebab dalam kajian 
apapun yang bebas dari nilai itu tidak ada.
Bagaimana dengan anggapan bahwa 
teori-teori Ḥanafiyyah itu statis? Padahal, 
bangunan teori ini dipengaruhi oleh masalah 
38Al-Shāfi’ī, al-Um VII, (Beirut: Dar al-Fikr: tt), hlm. 87-150.
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furū’ dalam mazhab mereka, yang artinya 
konstruksi kaidah aliran ini dibangun setelah 
mengadakan analisis-analisis terhadap 
masalah furū’. Implementasi teori tersebut 
adalah apabila terdapat pertentangan antara 
kaidah tersebut maka mereka harus dirubah 
dan diselaraskan dengan hukum furū’. Padahal, 
hukum furū’ akan selalu berubah seiring 
dengan perkembangan manusia. Karena itu, 
aliran ini berupaya agar kaidah yang disusun 
sesuai dengan hukum–hukum furū’ yang 
berlaku dalam mazhabnya, sehingga tak satu 
pun teori yang tidak bisa diterapkan. Jika 
teori bertentangan dengan furū’ maka teori 
itu diubah dan dibangun teori baru yang 
sesuai dengan persoalan furū’ yang dihadapi, 
misalnya teori bahwa dalil ’ām itu bersifat 
qaṭ’ī. Akibatnya, jika dalil umum bertentangan 
dengan hadis ahad (ẓannī) maka dalil umum 
itulah yang diterapkan. Alasannya, hadis ahad 
bersifat relatif sementara dalil umum bersifat 
qaṭ’ī dan tidak dapat disingkirkan oleh yang 
ẓannī. Dengan demikian, menganggap ushul 
Ḥanafiyyah yang dipelopori oleh Abū Ḥanafī 
tidak menimbulkan kreatifitas berpikir bisa 
jadi a-historis.
Berbeda dengan aliran mutakallimin yang 
tidak terpengaruh dengan furū’. Perhatian 
aliran ini tertuju pada masalah-masalah 
teoritis sehingga sering tidak berpengaruh 
pada keperluan praktis dan akibatnya sering 
kali terjebak pada masalah-masalah mustahil 
yang terjadi. Misalnya, persoalan taklīd al-
ma’dūn (pembebanan hukum atas sesuatu yang 
tidak ada) atau persoalan akidah seperti konsep 
kemashuman Rasulullah. Dari sini dapat 
dipahami bahwa bangunan teori Ḥanafiyyah 
lebih implementatif dan adaptif terhadap 
sentuhan-sentuhan sosiologis. Sementara, 
aliran mutakallimin cenderung teoritikal, 
idealistis, sehingga kurang komunikatif 
terhadap realitas wacana.
Bahwa ushul fiqh ala mutakallimin dianggap 
rasionalis dan Ḥanafiyyah dianggap doktriner 
dan terbelenggu oleh mazhabnya juga kurang 
beralasan. Jika kita analisis melalui pendekatan 
sejarah, hal ini bisa ditelusuri dalam pemikiran 
hukum era tabi’in, yang secara umum dapat 
digolongkan ke dalam dua aliran utama: al-ra’yi 
dan al-ḥadīts. Kelompok pertama menggunakan 
rasio dalam mengambil keputusan, sementara 
kelompok kedua berdasarkan pada teks dan 
sedapat mungkin menghindari rasio. Lantas, di 
mana posisi al-Shāfi’ī yang disinyalir sebagai 
pendukung ushul mutakallimin dan Ḥanafī 
sebagai pioner ushul fiqh Ḥanafiyyah.
KESIMPULAN
Uraian di atas menunjukan bahwa 
memahami kontruksi ilmu ushul fiqh dalam 
sejarah merupakan hal yang penting. Sebab, 
ushul fiqh merupakan bahan pertimbangan 
yang menentukan lingkup suatu hukum dalam 
Islam. Adanya dikotomi atau klasifikasi manhaj 
dalam ushul fiqh layak dipertanyakan karena 
dalam hal ini tidak ada standar yang dipakai, 
sehingga dalam masalah pengembangan 
manhaj fiqh, masih mempunyai kesempatan 
untuk memperbaharui ushul fiqh.
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